SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
188.34/1025/SJ tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi,
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam pasal
158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintahan
Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan
lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa hasil klarifikasi
perkada yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda
dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk dijadikan
bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dan pembatalan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Pontianak tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Konstruksi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E
Nomor 7);

10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah
diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 13);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menetapkan

dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor
14 Seri C Nomor 3), dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ( Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2009 Nomor 11 Seri C Nomor 2) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Pontianak.

Diundangkan di pontianak

Ditetapkan di  Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI SUJIARTI, SH, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680215 199303 2 009




